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Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan
salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DK Jakarta, namun
perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika
dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan
Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pgjak Reklame, penerimaan
Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil.
Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar
2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal
ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi
seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta.
Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang
umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku
Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki
dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun
2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan
mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-
kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman
namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana

pel aksanaan pemungutan Pgjak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi
DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan
pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk
mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu
pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3)
Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan
upaya pengoptimalisasian Pgjak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis
dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan
tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi
menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut :

1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengel ompokan objek dan
penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi
Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya.

2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No.
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7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta
masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman.

3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya
menjaga dan memastikan Wajib Pgjak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat
menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan
kepada fiskus.

4. Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi
belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor
jasa hiburan Propinsi DK Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunya pengaruh
yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi.

5.Hasi| analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas
administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apayang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur
target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka
pemungutan PHi tidak efektif. Potens mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan,
sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi
penerimaan.

6.Hasi| analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif
lainnya menunjukan bahwa pel aksanaan pemungutan PHi di Propinsi DK Jakarta cukup efisien.



